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ABSTRAK 

Kajian ini membahas dengan mendalam fenomena alih fungsi mobil pribadi dan angkutan umum menjadi usaha bergerak di 
Kota Pontianak, yang muncul sebagai respons adaptif masyarakat terhadap keterbatasan angkutan umum dan tekanan 
kebutuhan ekonomi. Penelitian ini mengungkapkan dampak hukum yang signifikan dari praktik tersebut terhadap pelaksanaan 
hukum transportasi, terutama terkait pengawasan, penegakan aturan serta ketertiban lalu lintas. Ketidaksesuaian fungsi 
kendaraan dengan dokumen resmi dan proses perizinan yang kompleks menimbulkan tantangan pengelolaan yang 
memerlukan sinergi kuat antara Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan, Kepolisian dan Organisasi Angkutan Darat. Kajian 
ini turut menegaskan pentingnya penguatan aspek hukum dan administratif serta edukasi masyarakat agar alih fungsi kendaraan 
dapat berjalan secara legal dan terkontrol, demi menjaga integritas sistem transportasi yang aman, tertib dan berkelanjutan. 
Metode yuridis empiris menujukkan bahwa keberhasilan pengelolaan alih fungsi kendaraan bergantung pada konsistensi 
penegakan hukum dan kolaborasi lintas lembaga yang efektif. Dalam konteks pembangunan transportasi Kota Pontianak, 
regulasi yang adaptif dan pengawasan intensif menjadi kunci untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus 
mendukung kelancaran pelayanan angkutan umum. Dengan demikian kajian ini memberikan kontribusi penting dalam 
memperjelas cakupan regulasi dan implkasi huku yang harus diperhatikan dalam sistem transportasi perkotaan yang dinamis 
sekaligus menjadi landasan bagi pengambilan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan aktual masyarakat. 
 
Kata Kunci: Alih Fungsi Kendaraan, Hukum Transportasi, Pengawasan Administratif  
 

ABSTRACT 
This study examines the phenomenon of private cars and public transportation being converted into mobile businesses in Pontianak City, which 

emerged as an adaptive response from the community to limited public transportation and economic pressures. This study reveals the significant legal 

impact of this practice on the implementation of transportation law, especially regarding supervision, enforcement of regulations, and traffic violations. 

The inconsistency of vehicle functions with official documents and the complex licensing process create management challenges that require strong 

synergy between the Regional Government, the Transportation Agency, the Police, and the Land Transportation Organization. This study also 

emphasizes the importance of strengthening legal and administrative aspects and public education so that vehicle conversion can proceed legally and 

in a controlled manner, in order to maintain the integrity of a safe, orderly, and sustainable transportation system. This study also emphasizes the 

importance of strengthening legal and administrative aspects and public education so that vehicle conversion can proceed legally and in a controlled 

manner, in order to maintain the integrity of a safe, orderly, and sustainable transportation system. Empirical legal methods show that the success of 

managing vehicle conversion depends on consistent law enforcement and effective cross-agency collaboration. In the context of Pontianak City's 

transportation development, adaptive regulations and intensive supervision are key to providing legal certainty for the public while supporting the 

smooth operation of public transportation services. Thus, this study makes an important contribution in clarifying the scope of regulations and legal 

implications that must be considered in a dynamic urban transportation system and serves as a basis for policy-making that is more responsive to the 

actual needs of the community. 
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PENDAHULUAN 

Perubahan yang terjadi dalam aspek sosial dan ekonomi di Kota Pontianak telah memengaruhi 

pola pemanfaatan kendaraan bermotor, khususnya dalam bentuk alih fungsi mobil pribadi dan angkutan 

https://joecy.org/index.php/joecy
mailto:journaljoecy@gmail.com
https://issn.lipi.go.id/terbit/detail/20211008560887211
mailto:ismawartati@hukum.untan.ac.id
mailto:davidbanjarnahor89@gmail.com
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0


 

 

6383 | Journal of Innovative and Creativity, 6(1) 2026 

 

 

umum menjadi usaha bergerak (Djabbar, Agussalim, Azis, & Azis, 2024). Fenomena tersebut muncul 

sebagai respons adaptif masyarakat terhadap keterbatasan sarana transportasi umum yang memadai serta 

dorongan kebutuhan ekonomi yang semakin mendesak. Fenomena alih fungsi kendaraan tersebut 

mengubah peran kendaraan dari transportasi menjadi sarana usaha dan juga menimbulkan impilikasi 

hukum yang signifikan dalam tata kelola transportasi di wilayah ini. Keberadaan praktik tersebut membuat 

pengaturan dan pengawasan transportasi menjadi semakin kompleks dan menuntut perhatian khusus. 

Hal tersebut relevan dengan ketentuan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

secara tegas mengatur penggunaan kendaraan bermotor khusus untuk tujuan transportasi, baik yang 

bersifat pribadi maupun umum. Pengalihan fungsi kendaraan tanpa memenuhi ketentuan hukum yang 

berlaku dapat menimbulkan risiko pelanggaran yang berdampak pada penegakan hukum, keselamatan 

dan keteraturan lalu lintas (HAKIM, 2022). Kondisi tersebut menjadi relevan mengingat masih adanya 

praktik alih fungsi kendaraan yang kurang mendapat perhatian sinergis dari aparat pengawas dan 

masyarakat pengguna (Rizki, 2022).  

Transportasi telah menjadi kebutuhan mendasar yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia 

sejak masa lampau, menjadi sarana esensial dalam menunjang berbagai aktivitas sosial, ekonomi dan 

budaya.  Kebutuhan tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk angkutan yang melayani fungsi 

pengangkutan, yang pada dasarnya dibagi menjadi dua kelompok utama yakni pengangkutan orang dan 

pengangkutan barang, yang dapat diperuntukkan bagi penggunaan umum maupun kepemilikan pribadi. 

Transportasi menjadi elemen penggerak utama dalam pembangunan daerah dan penghubung antar 

wilayah. Angkutan umum merupakan kendaraan yang disediakan oleh individu, pihak swasta, maupun 

pemerintah untuk mengangkut penumpang atau barang dari satu lokasi ke lokasi lain, yang dapat 

dimanfaatkan siapa saja dengan membayar tarif atau menyewa sesuai dengan kebutuhan perjalanan.  

Namun di sisi lain, keterbatasab penyediaan angkutan umum yang andal di Kota Pontianak mendorong 

masyarakat lebih memilih modifikasi mobil pribadi dan angkutan umum menjadi usaha bergerak yang 

fleksibel secara ekonomi. Namun, tanpa regulasi yang adaptif dan penegakan hukum yang konsisten, 

fenomena tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengganggu sistem transportasi 

yang tertib dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kajian yuridis terhadap ketentuan hukum yang mengatur 

alih fungsi mobil pribadi dan angkutan umum menjadi usaha bergerak serta dampak hukumnya terhadap 

pelaksanaan hukum transportasi di Kota Pontianak menjadi penting untuk dilakukan (Berlinto, 2021).  

Dalam upaya mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, angkutan umum memegang 

peran yang strategis sebagai fasilitas utama dalam menunjang mobilitas berbagai lapisan masyarakat secara 

luas. Fungsi angkutan umum selain mengantar penumpang atau barang juga menjadi penghubung sosial 

dan ekonomi yang vital sehingga membantu memperlancar aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. 

Dengan penyediaan layanan transportasi yang merata dan terjangkau, angkutan umum memberikan akses 

yang lebih luas ke berbagai fasilitas, peluang kerja serta layanan publik yang mendasar sehingga dapat 
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memperkuat integrasi wilayah dan mendukung pembangunan berkelanjutan (Oilinda & Rusdi, 2024). 

Peran angkutan umum dalam pertumbuhan ekonomi kota adalah nyata termasuk dalam meningkatkan 

mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi barang dan jasa serta menarik investasi, pada akhirnya 

berkontribusi pada peningkatan Produk Domestk Regional Bruto (PDRB). Transportasi umum yang 

efektif dan terkelola dengan baik dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi, 

sehingga berdampak positif terhadap pengurangan kemacetan dan polusi udara terutama di kawasan 

perkotaan yang padat. Pengembangan sistem angkutan umum yang terintegrasi dan ramah lingkungan 

menjadi kunci dalam menciptakan tata kota yang berkelanjutan dan berkualitas hidup yang lebih baik. 

Selain itu, angkutan umum berfungsi sebagai jembatan sosial yang menghubungkan berbagai wilayah 

dalam kota maupun antar daerah, sehingga memperkuat interaksi sosial dan kegiatan ekonomi. Tarif yang 

dikenakan pada angkutan umum pun bervariasi dan disesuaikan dengan karakteristik layanan dan 

kebutuhan pengguna, guna menjamin keterjangkauan sekaligus kelayakan usaha bagi penyedia layanan 

(Lamganda, Aris, & Pranacitra, 2023).  

Di Kota Pontianak, angkutan umum tradisional yang dikenal dengan sebutan “oplet” telah lama 

menjadi elemen penting dari sistem transportasi dalam kota. Keberadaan oplet tersebut menyediakan 

moda transportasi yang melayani masyarakat berbagai kalangan dan memperkaya dinamika sosial dan 

ekonomi setempat (Juliansyah, 2022). Namun demikian, pertumbuhan pesat kepemilikan mobil pribadi 

di Pontinak menimbulkan tantangan serius terkait sistem transportasi publik yang ada. Setiap tahun terjadi 

peninglatan signifikan dalam jumlah mobil pribadi yang beroperasi di jalan raya, yang menciptakan 

tekanan pada kapasitas infrastruktur dan turut memperparah permasalahan kemacetan serta degradasi 

kualitas lingkungan (Ainunisya, 2023). Fenomena ini terjadi oleh peningkatan jumlah kendaraan pribadi 

khususnya mobil, tetapi tidak terlepas sepeda motor yang mengakibatkan imbas penurunan penggunaan 

angkutan umum, maka harus dipahami sebagai hasil interaksi dinamis antara pertumbuhan penduduk, 

peningkatan daya beli masyarakat serta kebutuhan mobilitas yang semakin meningkat seiring 

perkembangan ekonomi (Haribasare, 2025). Namun tidak imbangan dengan pengelolaan sistem 

transportasi yang terintegrasi, khususnya mobil pribadi dan angkutan umum yang efisien dan memadai 

maka mengakibatkan pergeseran fungsi kendaraan khususnya mobil pribadi dan angkutan umum tersebut 

menjadi usaha bergerak tanpa memenuhi regulasi yang berlaku. Peralihan fungsi tersebut membawa 

implikasi hukum dan sosial yang tidak dapat diabaikan, mengingat potensi gangguan terhadap tata kelola 

transportasi, ketertiban umum (Nuha, 2025).  

Penurunan minat masyarakat terhadap angkutan umum merupakan fenomena yang dipengaruhi 

oleh berbagai faktor, salah satunya adalah lonjakan penggunaan kendaraan bermotor secara masif, bahkan 

melampaui tingkatan sebelum terjadinya krisis. Selain itu, berkurangnya kenyamanan dalam moda 

transportasi menjadi alasan utama yang membuat masyarakat enggan memilih angkutan umum, 

disebabkan oleh kondisi angkutan yang kurang terawat serta adanya masalah terkait keamanan selama 
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perjalanan (Semiyanto, 2022).  Kombinasi faktor tersebut menghasilkan dampak signifikan terhadap 

preferensi (kecenderungan) masyarakat yang pada akhirnya berpengaruh pada dinamika penggunaan 

moda transportasi dan tantangan sistem transportasi secara keseluruhan (Dinaka, 2024).  

Di tengah situasi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan angkutan 

tersebut yang sebelumnya beroperasi kini telah menghentikan kegiatannya dan secara resmi hanya ada 

tiga perusahaan angkutan baru berbentuk koperasi yang masih menjalankan operasionalnya. Namun 

demikian, tidak semua kendaraan yang beroperasi tergabung dalam koperasi yang ada, atau bersedia ingin 

melaporkan keberadaannya pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak (Haris, Abdullah, Rizky, & Kasim, 

2024).  Kondisi tersebut menunjukkan adanya dinamika dan restrukturisasi dalam sektor transportasi 

lokal yang dipenagruhi oleh faktor ekonomi, regulasi dan perubahan mobilitas masyarakat (SANJAYA, 

2025). Selanjutnya terkait kendaraan yang enggan melapor pun mengakibatkan ketidakterpautan yang 

berpotensi menimbulkan masalah mulai dari lemahnya penegakan regulasi, kesulitan dalam pengawasan 

keselamatan dan kenyamanan layanan hingga berkurangnya pendapatan asli daerah yang seharusnya 

diperoleh dari pajak dan retribusi sektor transportasi. Selain itu, keberadaan armada yang beroperasi tanpa 

pengawasan formal juga dapat menimbulkan risiko terhadap kelancaran lalu lintas dan keselamatan 

pengguna jalan lainnya. Situasi tersebut menunjukkan perlu upaya strategis dari pemerintah kota dan 

Dinas Perhubungan untuk meningkatkan sosialiasi, pendataan angkutan untuk dilaporkan aktivitas 

operasional (Widjanarko & Prasetyawati, 2024). 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini yaitu dengan mengadopsi pendekatan empiris 

yang mengkombinasikan pengumpulan data primer dan sekunder secara sistematis dan komprehensif 

(Desril, 2021). Observasi lapangan dilakukan sebagai bagian dari pengumpulan data primer yang 

mencakup peninjauan langsung di lokasi penelitian  yakni Kota Pontianak (Indriyani, Muttaqin, & 

Nurzaman, 2021). Observasi berperan penting untuk memperoleh gambaran nyata tentang implementasi 

dan dinamika di lapangan yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya data primer diperoleh dari 

masyarakat, pelaku usaha dan pihak terkait lainnya yang menjadi subyek penelitian melalui wawancara 

mendalam dengan responden, informan dan narasumber yang memiliki pengetahuan dan peran langsung  

dalam praktik alih fungsi kendaraan tersebut. Penelitian yang dilakukan juga mengandalkan data sekunder 

yang bersumber dari bahan kepustakaan dan dokumen resmi meliputi bahan hukum primer seperti UU, 

PP, lalu bahan hukum sekunder berupa jurnal, analisis hukum serta bahan hukum tersier yang mencakup 

sumber pendukung lainnya (Triwibowo, 2024). Dengan menggunakan metode ini, maka penelitian 

bertujuan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan yaitu menganalisis ketentuan hukum yang 

mengatur alih fungsi mobil pribadi dan angkutan umum menjadi usaha bergerak serta mengkaji dampak 
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hukum yang timbul dari praktik tersebut terhadap pelaksanaan hukum transportasi di Kota Pontianak 

(ASNA, 2025) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Ketentuan Hukum Yang Mengatur Alih Fungsi Mobil Pribadi Dan Angkutan Umum Menjadi 

Usaha Bergerak 

Pengelolaan penggunaan kendaraan pribadi dan angkutan umum yang dialihfungsikan menjadi 

usaha bergerak menghadirkan tantangan kompleks kaitan dengan tata kelola dalam mengatur 

penggunaannya dan tidak dapat dipandang sebelah mata  karena melibatkan dua faktor yang saling 

berkaitan dan mempersulit pengaturan kendaraan pribadi dan angkutan umum yang digunakan untuk 

usaha bergerak: 1) Faktor ekonomi, yaitu kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan 

memanfaatkan kendaraan tersebut dengan fleksibel serta minimnya biaya yang dimiliki untuk membayar 

biaya administrasi jika diberikan izin alih fungsi; dan 2) Faktor administratif terkait izin alih fungsi 

kendaraan, yaitu adanya proses yang timbul cukup panjang dalam pengurusan izin sehingga 

membutuhkan banyak waktu. Selanjutnya, salah satu penyebab pula menurunnya mutu pelayanan 

angkutan umum di Kota Pontianak yakni karena hampir seluruh armada oplet yang beroperasi dikelola 

secara perseorangan. Kondisi tersebut dapat terlihat dari ketidakmampuan para pemilik oplet untuk 

memenuhi persyaratan perizinan di bidang angkutan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan 

Pemerintah No. 74 Tahun 2014 dan diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 mengenai 

Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam peraturan tersebut, angkutan umum 

diwajibkan untuk dikelola oleh badan hukum guna memastikan pengelolaan yang lebih terstruktur dan 

profesional. Sementara itu, Provinsi Kalimantan Barat tengah menghadapi tantangan dalam menjaga 

ketahanan ekonomi di sektor layanan transportasi. Ketahanan ekonomi mengacu pada kondisi yang 

berhubungan dengan pendapatan finansial seseorang atau daerah agar tetap stabil sehingga mampu 

memenuhi kebutuhan hidup baik saat sekarang maupun sampai di masa mendatang. Kondisi perizinan 

yang belum memadai tersebut berdampak pada kemampuan sektor transportasi dalam mempertahankan 

stabilitas ekonomi yang penting bagi kesejahteraan masyarakat (Ismail et al., 2024). 

Penegasan pentingnya peran pemerintah daerah dalam lingkup kota dalam mengawasi dan 

mengatur perubahan fungsi kendaraan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki yang berdasarkan 

pelimpahan kewenangan sehingga dirumuskan dan ditegakkan peraturan yang lebih spesifik, aplikatif dan 

kontekstual terkait alih fungsi kendaraan. Proses tersebut dapat berlangsung secara legal, terkontrol dan 

tidak mengganggu ketertiban serta keamanan transportasi publik. Pendekatan tersebut juga mendukung 

harmonisasi antara regulasi pusat, provinsi sampai kabupaten/kota dalam pengelolaan transportasi 

berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Kewenangan daerah dalam menangani urusan 
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transportasi diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 

sehingga dipastikan terwujudknya ketertiban dan keamanan umum dalam penyelenggaraan transportasi 

di tingkat lokal. Salah satu alasan utama yang memengaruhi fenomena penggunaan mobil pribadi dan 

angkutan umum menjadi sarana untuk usaha bergerak adalah tekanan faktor ekonomi.  

Dalam kehidupan sehari-hari setiap individu dihadapkan pada kebutuhan untuk memenuhi 

berbagai aspek kehidupan agar dapat mencapai standar kesejahteraan yang layak, baik untuk dirinya 

sendiri maupun keluarganya. Keterbatasan sumber penghasilan mendorong banyak orang untuk 

memanfaatkan aset yang dimiliki seperti kendaraan pribadi atau bekas angkutan umum sebagai alternatif 

sumber pendapatan tambahan, karena dengan mengalihfungsikan kendaraan menjadi tempat usaha 

bergerak, masyarakat berupaya meningkatkan daya usaha dan keberlangsungan ekonomi keluarga di 

tengah kondisi sosial ekonomi yang penuh tantangan. Ini lah sebagai upaya adaptasi masyarakat terhadap 

realitas ekonomi yang menuntut fleksibilitas sebagai modal produktif demi kelangsungan hidup 

(Wisdama, 2024).  

Dinas perhubungan memiliki kebijakan tegas dan tidak pernah mengeluarkan izin untuk mobil 

pribadi maupun angkutan umum apabila kendaraan tersebut digunakan di luar peruntukannya karena 

setiap jenis kendaraannya memiliki mekanisme perizinan yang berbeda-beda. Pemberian izin berfungsi 

sebagai bentuk legalitas sekaligus memberikan kepastian hukum kepada pemilik kendaraan dalam 

menjalankan aktivitas tertentu sesuai peruntukannya. Prosedur perizinan menjadi instrumen vital yang 

mengatur tahapan dan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pemohon agar izin dapat diterbitkan dengan 

sah. Persyaratan tersebut disusun dan diatur berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku sehingga seluruh proses perizinan senantiasa mengacu pada aturan hukum yang 

resmi dan mengikat. Dinas Perhubungan memastikan pemberian izin menjamin legalitas dan menjaga 

ketertiban dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dalam pengelolaan kendaraan.  

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perhubungan memiliki kewenangan yang luas dalam melaksanakan 

tugas pembinaan lalu lintas dan angkutan jala di tingkat Kabupaten/Kota, yang mencakup aspek penting 

seperti perencanaan, pengaturan, pengendalian serta pengawasan. Setiap aspek dijalankan secara terpadu 

guna memastikan sistem transportasi berjalan efektif, tertib dan sesuai dengan peraturan yang berlaku 

(Aziz, 2022).  

Dalam hal perencanaan, Dinas Perhubungan bertanggung jawab atas penyusunan berbagai 

rencana strategis termasuk jaringan trayek transportasi, program teknis di bidang angkutan jalan, kereta 

api, perairan dan udara. Selain itu, perencanaan meliputi pengembangan sarana dan prasarana 

transportasi, penetapan rencana umum transportasi jalan di tingkat kota serta rancangan jaringan trayek 

dan perencanaan lain yang relevan untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat.  Dalam ranah 

pengaturan, Dinas Perhubungan mengelola pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan sesuai dengan 

lingkup bidang tugasnya. Hal tersebut mencakup penyusunan dan penyiapan bahan untuk menetapkan 
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tarif angkutan jalan seperti mikrolet dan bus kota serta tarif penumpang pada kereta api. Pengaturan juga 

meliputi aspek lain yang didasarkan pada Peraturan Walikota (Perwali) Dinas Perhubungan sebagai upaya 

mengoptimalkan pengelolaan layanan transportasi publik secara efisien dan adil. Dalam pengendalian 

yang dilaksanakan menjadi bagian penting dalam tugas Dinas Perhubungan, karena berdasarkan Perwali 

Dishub No. 48. Bentuk pengendalian meliputi pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan 

teknis kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain 

itu, Dinas Perhbungan aktif melakukan sosialisasi sebagai langkah preventif dan edukatif, salah satu 

contoh konret adalah sosialiasi kewajiban penyedia jasa angkutan umum berbentuk badan hukum yang 

merupakan langkah strategis untuk meningkatkan profesionalisme dan kepatuhan di sektor transportasi 

umum (Aldiansyah, 2024).  

Kewenangan dalam pengawasan yang dimiliki Dinas Perhubungan berlandaskan pada ketentuan 

yang diatur secara rinci dalam Perwali Dishub yang sama, bahwa kewenangan tidak terbatas pada 

angkutan umum saja tetapi meliputi seluruh sektor operasional di bidang transportasi jalan. Fungsi 

pengawasan dilaksanakan secara menyeluruh baik pemantauan rutin yang periodik maupun pengawasan 

insidentil yang bersifat sementara, guna memastikan bahwa seluruh pelaku usaha, operator transportasi, 

masyarakat memenuhi standar operasonal dan ketentuan hukum yang berlaku. Pengendalian dan 

pengawasan menjadi dua pilar dalam menjaga keteraturan dan keamanan sistem transportasi yang 

berperan penting menciptakan lingkungan lalu lintas yang tertib, aman bagi seluruh pengguna jalan. Di 

sisi lain, Pemerintah sebagai regulator memiliki kewajiban dalam penyediaan infrastruktur yang memadai 

untuk mendukung pengoperasian fasilitas ekonomi, sosial, pendidikan hingga ke aspek transportasi,  yang 

ke semuanya merupakan tulang punggung mobilitas serta konektivitas antar wilayah. Penyediaan 

infrastruktur yang andal dan berkelanjutan menjadi syarat mutlak untuk mendorong pertumbuhan 

ekonomi dan peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat sekaligus menjadi fondasi dalam 

menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan sumber daya manusia dan akses layanan 

publk secara merata.  

Alih fungsi kendaraan, baik yang berstatus kendaraan pribadi maupun angkutan umum menjadi 

usaha bergerak untuk kegiatan seperti berdagang, bukanlah merupakan kewenangan dinas perhubungan 

Kota Pontianak. Hal ini disebabkan kendaraan tersebut telah memiliki dokumen resmi seperti STNK, 

BPKB dan surat lainnya yang harus disesuaikan jika terjadi perubahan fungsi. Untuk proses perubahan 

dokumen termasuk STNK dan Kartu Izin Registrasi (KIR) memiliki teknis yang cukup kompleks dan 

tidak dikelola oleh Dinas Perhubungan tingkat kota melainkan langsung menjadi kewenangan 

Kementerian tingkat pusat maupun kantor provinsi Kalbar. Hal tersebut mengakibatkan peran dinas 

perhubungan Kota Pontianak terbatas dalam mengawasi kendaraan yang dialihfungsikan sehingga 

koordinasi lintas lembaga menjadi penting untuk memastikan pengelolaan kendaraan sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku.  
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Dalam praktiknya kendaraan pribadi yang awalnya diperuntukkan khusus untuk mengangkut 

penumpang mengalami kendala apabila dialihfungsikan untuk keperluan usaha bergerak karena 

memerlukan pengubahan status dan dokumen berjalan yang memakan waktu lama serta biaya yang tidak 

sedikit. Kebijakan perundang-undangan yang mengatur pergeseran fungsi kendaraan menempatkan 

tanggung jawab administrasi pada tingkat provinsi sehingga pengawasan dan perizinan lebih terpusat. 

Penegakan aturan akan berimplikasi pada terjaminnya keselamatan, ketertiban dan keberlanjutan 

pelayanan transportasi.  Mobil pribadi dan angkutan umum yang digunakan sebagai sarana usaha bergerak 

wajib memenuhi ketentuan yang telah diatur, jika tidak maka kendaraan tersebut seharusnya tidak 

diizinkan beroperasi sebagai alat usaha yang bergerak bebas. Apabila mobil pribadi dan angkutan umum 

hendak difungsikan sebagai sarana usaha maka harus mematuhi persyaratan yang tercantum dalam UU 

No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar dapat memperoleh izin beroperasi di 

bawah pengawasan sesuai dengan aturan (Asyari, 2021). 

Dampak Hukum Yang Timbul Dari Alih Fungsi Mobil Pribadi Dan Angkutan Umum Menjadi 

Usaha Bergerak Terhadap Pelaksanaan Hukum Transportasi 

Kondisi terkini menunjukkan tantangan yang cukup berat bagi keberlangsungan usaha angkutan 

umum yang semakin sulit untuk beroperasi secara normal sekaligus memberikan keuntungan. Hal 

tersebut dirasakan pula oleh pemilik mobil pribadi yang menghadapi keterbatasan dalam menemukan 

lokasi strategis untuk menjalankan usaha. Dalam situasi seperti itu, maka opsi mengalihkan fungsi 

kendaraan adalah solusi utama yang dipilih oleh banyak masyarakat atau pelaku usaha. Transformasi 

kendaraan tersebut bukan hanya sekadar upaya bertahan, tetapi sebagai strategi untuk mengembangkan 

peluang usaha lain yang mampu menjawab kebutuhan hidup sehari-hari yang kian tidak menentu.  

Bukti adaptasi kreatif dalam menghadapi perubahan ekonomi dan sosial adalah nyata dan 

menggambarkan realitas baru di masa sekarang. Salah satu bentuk nyata dari adaptasi ini adalah peran 

penting jasa angkutan umum dalam mewujudkan pembangunan perekonomian, dalam mewujudkan hal 

tersebut keberadaannya memerlukan perhatian dan penangan serius untuk memastikan fungsi dan 

kontribusinya berjalan optimal.  Perubahan fungsi kendaraan menimbulkan implikasi hukum yang 

kompleks (Lidinnasa, 2022). Alih fungsi dapat mengganggu keteraturan sistem transportasi yang telah 

diatur dalam perundang-undangan karena kendaraan yang seharusnya beroperasi sebagai kendaraan 

pribadi atau angkutan umum kini digunakan untuk aktivitas usaha yang berbeda. Situasi tersebut 

berpotensi menimbulkan ketidakjelasan hukum serta tantangan dalam pengawasan dan penegakan 

peraturan, karena kendaraan tersebut diduga menjadi tidak memenuhi standar keselamatan, perizinan dan 

teknis yang berlaku untuk operasional yang baru.  

Dalam menghadapi dinamika perkembangan kota besar, muncul kebutuhan mendesak untuk 

mengubah paradigma dalam memahami peran dan keterkaitan antara berbagai aspek infrastruktur serta 

layanan informasi, menciptakan sistem transportasi yang layak dan berkelanjutan tetap menjadi tantangan 
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utama di kota besar di Indonesia (Kusumastito, 2022). Penerapan konsep perencanaan kota yang lebih 

terpadu dan padat, yang didukung pula oleh layanan angkutan umum yang handal serta mobilitas non 

bermotor termasuk penyediaan fasilitas lengkap bagi pejalan kaki menjadi kebutuhan mendesak bagi 

setiap kota demi kualitas hidup yang lebih baik. Namun, alih fungsi kendaraan yang tidak diiringi dengan 

pengawasan dan pengendalian ketat berpotensi menimbulkan permasalahan hukum seperti pelanggaran 

terhadap standar keselamatan, ketertiban dan perizina transportasi. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan 

harus memperkuat peranannya dalam menegakkan aturan agar perubahan fungsi kendaraan dapat 

terkelola dengan baik, memastikan bahwa pelaksanaan hukum transportasi tetap berjalan secara adil dan 

teratur.  

Alih fungsi kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berpotensi 

menimbulkan masalah hukum dan mengganggu keteraturan sistem transportasi. Dengan adanya 

pendidikan masyarakat yang efektif, diharapkan dapat memahami konsekuensi hukum dari perubahan 

fungsi kendaraan serta pentingnya mematuhi regulasi yang berlaku. Salah satu langkah yang dilaksanakan 

Dinas Perhubungan Kota Pontianak setidaknya mendukung dalam rangka meningkatkan kesadaran dan 

kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas , yakni dengan melaksanakan Dikmas Lantas yaitu 

pendidikan masyarakat tentang keselamatan dan tata tertib berlalu lintas. Program tersebut merupakan 

hasil kolaborasi erat antara Dinas Perhubungan dan Kepolisian. Selaras dengan upaya tersebut, 

pelaksanaan operasi terpadu dan koordinasi dengan kepolisian menjadi kunci dalam menanggulangi 

permasalahan yang timbul akibat alih fungsi kendaraan yang tidak sesuai regulasi. Kegiatan kolaboratif 

secara bersama-sama melakukan pengendalian terhadap perilaku masyarakat khususnya bidang lalu lintas 

dan angkutan jalan, sehingga meningkatkan efektivitas pengawasan terintergrasi dan memastikan 

kepatuhan. Dalam upaya meminimalisir pelanggaran yang dilakukan masyarakat, sinergi antara Dinas 

Perhubungan dan Kepolisian merupakan langkah strategis dalam mengoptimalkan proses pengendalian 

serta memberikan tindakan tegas kepada pelanggar aturan (Rizqiyah, 2023).  

Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam ketentuan 

berdasarkan Pasal 264 UU No. 22 Tahun 2009, maka pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dapat 

dilakukan dua pihak yaitu petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil yang memiliki kewenangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selanjutnya, dalam Pasal 265 

ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa pemeriksaan kendaraan dilakukan secara berkaa 

maupun insidental sesuai dengan kebutuhan. Pemeriksaan berkala adalah kegiatan yang dilaksanakan 

secara bersama-sama dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sehingga meminimalisasi 

pemeriksaan berulang yang dapat merugikan masyarakat, sedangkan pemeriksaan insidental mencakup 

tindakan petugas terhadap pelanggaran yang terjadi secara langsung, dan pelaksanaan operasi kepolisian 

menitikberatkan pada aspek keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta angkutan 

jalan sekaligus upaya penanganan kejahatan. Sedangkan Pasal 266 UU No. 22 Tahun 2009 mengatur 
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“keadaan tertentu” yang menjadi dasar dilaksanakannya pemeriksaan diantaranya peningkatan jumlah 

kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta tingginya tingkat pelanggaran 

terkait perizinan angkutan umum.  

Dalam menghadapi kondisi tersebut, setiap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah 

selalu melewati proses evaluasi yang berkelanjutan dengan tetap menempatkan kepentingan publik 

sebagai prioritas utama. Dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan (LLAJ), kewenangan dalam penertiban dan penindakan angkutan umum secara resmi di 

bawah Satuan Lalu Lintas. Namun, mengingat adanya dampak hukum yang timbul dari alih fungsi mobil 

pribadi dan angkutan umum menjadi usaha bergerak terhadap pelaksanaan hukum transportasi maka 

dituntut agar instansi terkait meningkatka pengawasan secara intensif, karena langkah ini berguna untuk 

memastikan ketertiban dan keamanan pengguna jalan tetap terjaga sekaligus menegakkan aturan 

perundang-undangan yang berlaku secara konsisten (ASTUTI, 2025).  

Perubahan fungsi kendaraan dari status aslinya memerlukan perhatian khusus dalam aspek 

administrasi, mengingat kendaraan yang dialihfungsikan telah memiliki dokumen resmi seperti STNK 

dan BPKB, perubahan fungsi kendaraan diikuti dengan penyesuaian administratif yang melibatkan 

pengurusan ulang dokumen tersebut. Namun, proses pengurusan perubahan STNK dan KIR tidak 

berada di bawah kewenangan Dinas Perhubungan Kota Pontianak melainkan dikelola Perhubungan 

Instansi Provinsi Kalimantan Barat. Hal tersebut membuat akses terhadap perizinan menjadi sulit bagi 

para pemilik kendaraan, baik karena tingginya biaya maupun lamanya waktu yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan prosedur administratif. Terjadinya celah dalam pengawasan dan penegakan peraturan 

terkait kendaraan yang dialihfungsikan, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta pelanggaran 

dalam pelaksanaan hukum transportasi di tingkat lokal. Ketidaksesuaian fungsi kendaraan dengan 

dokumen resmi memunculkan risiko terhadap keselamatan pengguna jalan, ketertiban lalu lintas serta 

kualitas pelayanan angkutan umum yang diharapkan dapat terjaga. Selain itu, peran terbatas Dinas 

Perhubungan Kota Pontianak menghadirkan tantangan dalam sinergi antar lembaga yang bertugas dalam 

regulasi dan pengendalian transportasi (As, 2021).  

Selanjutnya, dampak hukum yang timbul dari alih fungsi mobil pribadi dan angkutan umum 

menjadi usaha bergerak memiliki implikasi serius khususnya dalam pengawasan dan penegakan aturan,  

berdasarkan organisasi angkutan darat (Organda) dipahami bahwa pelaksanaan regulasi menjadi faktor 

kunci dalam menjaga keteraturan dan keselamatan di sektor transportasi. Organda turut menegaskan 

pentingnya mengikuti aturan yang berlaku karena ketidakpatuhan seperti mobil pribadi menjadi taksi 

gelap atau angkutan umum ilegal dapat merugikan banyak pihak, hal tersebut menunjukkan setiap 

pelanggaran menimbulkan risiko hukum dan berdampak sosial. Organda tidak memiliki kewenangan 

menindak secara langsung namun turut bersama sebagai pengawas bersama Dinas Perhubungan, di 

samping hal tersebut organda menyoroti perlunya peran aktif pemerintah untuk menegakkan 
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keberlangsungan transportasi yang tertib dan aman pasca pasif akibat perubahan teknologi dan pola 

mobilitas masyarakat (GOJALI, 2023). Terkait izin pada alih fungsi mobil pribadi dan angkutan umum 

jika tidak diatur secara resmi maka berpotensi merugikan masyarakat luas, mengingat pentingnya menjaga 

ketertiban dan kepastian hukum di sektor transportasi. Oleh karena itu, penguatan aspek hukum dan 

administratif penting untuk memastikan bahwa proses alih fungsi kendaraan pribadi dan angkutan umum 

dapat berjalan sesuai aturan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat  serta menjaga integritas 

sistem transportasi di Kota Pontianak 

 

SIMPULAN 

Alih fungsi mobil pribadi dan angkutan umum menjadi usaha bergerak di Kota Pontianak 

menunjukkan respons adaptif masyarakat terhadap tuntutan ekonomi dan keterbatasan angkutan umum 

yang memadai. Namun, fenomena tersebut menimbulkan berbagai tantangan hukum dan pengelolaan 

transportasi yang kompleks, terutama karena ketidaksesuaian antara fungsi kendaraan dan dokumen 

resmi serta keterbatasan kewenangan pengawasan oleh instansi terkait. Ketidakpatuhan terhadap regulasi 

akan mengancam keselamatan dan keteraturan lalu lintas dan turut pula mengganggu kelangsungan 

pelayanan angkutan umum yang profesional dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi antara Pemerintah 

Daerah, Dinas Perhubungan, Kepolisian dan Organisasi Angkutan Darat menjadi penting untuk 

memperkuat pengawasan, penegakan aturan dan edukasi masyarakat dalam menjamin regulasi berjalan 

efektif dan terpadu. 

Penguatan aspek hukum dan administratif serta akses perizinan yang melibatkan koordinasi lintas 

lembaga diperlukan agar proses alih fungsi kendaraan dapat dilakukan secara legal dan terkontrol. 

Pendekatan yang berkelanjutan dan berbasis kolaborasi menjadi kunci utama dalam menghadirkan sistem 

transportasi yang aman, tertib dan berkeadilan di Kota Pontianak. Keberhasilan pengelolaan alih fungsi 

kendaraan bergantung pada penegakan hukum dan keterlibatan aktif semua pihak dalam membangun 

kesadaran dan kepatuhan masyarakat, sekaligus memastikan integritas sistem transportasi yang 

mendukung kesejahteraan dan kemajuan kota secara menyeluruh.  
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